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MOTTO

“ Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali
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(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)
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keluarga, dosen pembimbing, dan orang-orang terdekat yang selalu mendoakan
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ABSTRAK

Fitri Rahayu : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa,
dan Pengawasan terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan
Dana Desa. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Tahun 2026.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, pengawasan,
pencegahan kecurangan (fraud).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya alokasi Dana Desa yang menuntut
pengelolaan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari kecurangan (fraud).
Namun, masih terdapat potensi penyimpangan yang dapat menghambat
tercapainya tujuan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, dan
pengawasan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan Dana
Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian
asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan
pengaruh antara variabel independen yang terdiri atas akuntabilitas, transparansi,
kompetensi aparatur desa, dan pengawasan terhadap variabel dependen, yaitu
pencegahan kecurangan (fraud). Populasi penelitian adalah seluruh aparatur di
Desa Sambikerep. Sampel ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh,
sehingga seluruh anggota populasi yang berjumlah 41 orang dijadikan responden.
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, sedangkan analisis
data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear
berganda, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap
pencegahan kecurangan (fraud), sedangkan transparansi dan kompetensi aparatur
desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud).
Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap
pencegahan kecurangan (fraud). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan tata kelola
Dana Desa melalui penerapan prinsip transparansi, peningkatan kompetensi
aparatur desa, serta penguatan sistem pengawasan guna mendukung upaya
pencegahan kecurangan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk kebijakan
desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah
daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah
agar daerah menjadi lebih mandiri, inovatif, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, sekaligus mengurangi beban pemerintah pusat.
Salah satu wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah
lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang
memperkuat posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional
melalui pengelolaan dana dan aset desa secara mandiri.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan
agenda prioritas pembangunan nasional yang dikenal dengan Nawa Cita,
salah satu di antaranya adalah komitmen mewujudkan pembangunan
Indonesia yang dimulai dari wilayah pinggiran melalui penguatan
kapasitas daerah dan desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sebagai bentuk implementasi dari agenda tersebut, Sejak tahun
2015, pemerintah mulai mengalokasikan sumber pendanaan khusus bagi
desa melalui program Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada pemerintah desa
melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa dimanfaatkan untuk mendanai
penyelenggaraan  pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat guna
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Menurut (Zaman & Nurdiwaty, 2020), pemerintah Indonesia sendiri

juga mengeluarkan suatu kebijakan yang dikenal dengan Alokasi Dana
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Desa (ADD), yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan pedesaan

yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas
anggaran mereka sendiri.

Dalam praktiknya, pemerintah secara konsisten terus meningkatkan
alokasi Dana Desa setiap tahunnya guna mendorong pertumbuhan
ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah
Indonesia. Berdasarkan data terbaru dalam APBN Tahun 2026, pemerintah
menetapkan alokasi Dana Desa sebesar Rp60,57 triliun. Dana tersebut
dialokasikan kepada lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia sebagai
upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan
desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan perekonomian desa.
Namun, besarnya dana yang dikelola berpotensi menimbulkan risiko
penyimpangan apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang
efektif dan akuntabel. Efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan Dana
Desa masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian. Kondisi
tersebut terlihat dari meningkatnya alokasi Dana Desa yang diikuti dengan
bertambahnya kasus penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024), sejak
tahun 2015 hingga 2023 tercatat lebih dari 851 kasus korupsi yang
melibatkan aparat desa, dengan total kerugian negara mencapai ratusan
miliar rupiah. Mayoritas kasus tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan
dana, pelaporan keuangan fiktif, mark-up anggaran, serta penggunaan dana
yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Meskipun secara umum fenomena penyimpangan dalam
pengelolaan Dana Desa masih menjadi isu nasional, kondisi di Desa
Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk menunjukkan situasi
yang relatif baik, di mana hingga saat ini tidak ditemukan adanya laporan
terkait kecurangan atau penyalahgunaan Dana Desa. Namun demikian,
hasil observasi awal menunjukkan bahwa masih terdapat kendala,
Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami
mekanisme pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban. Rendahnya literasi
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keuangan publik di kalangan warga desa sering kali menimbulkan salah

persepsi atau kesalahpahaman antara warga desa dengan aparatur desa
serta kurangnya keterlibatan aktif dalam proses pengawasan.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan komunikasi
antara aparatur desa dan masyarakat serta dapat menurunkan tingkat
kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan
sistem pengelolaan Dana Desa yang mampu menyeimbangkan antara
profesionalitas aparatur dan partisipasi masyarakat, sehingga efektivitas,
akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan desa dapat terus
ditingkatkan.

Penting untuk dikaji lebih mendalam karena pengelolaan Dana
Desa yang tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai dapat
membuka peluang terjadinya kecurangan (fraud), baik dalam bentuk
penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, maupun pelaporan yang
tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dalam konteks tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance), pengelolaan Dana Desa harus
mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi agar
potensi terjadinya kecurangan (fraud) dapat diminimalisasi. Praktik
kecurangan dalam sektor publik menimbulkan dampak yang tidak terbatas
pada kerugian finansial, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya
kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa dan terganggunya
pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal.

Fraud adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh
satu individu atau lebih baik dari dalam maupun dari luar organisasi yang
melibatkan penyimpangan, penggunaan tipu muslihat, atau pemalsuan,
dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara
tidak sah serta merugikan pihak lain. Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK RI), fraud atau kecurangan merupakan segala bentuk perbuatan
tidak jujur yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan
pribadi atau kelompok, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain
maupun negara (Rizkiawan & Subagio, 2022). Dengan demikian, fraud
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bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, tetapi tindakan yang

mengandung konsekuensi moral dan hukum.

Dalam konteks pemerintahan desa, peluang untuk melakukan
kecurangan sering kali muncul ketika sistem pengawasan internal lemah,
sementara transparansi informasi publik tidak berjalan secara optimal.
Tekanan dapat berasal dari kebutuhan ekonomi maupun faktor lingkungan
sosial, sedangkan pembenaran biasanya timbul akibat rendahnya integritas
dan kesadaran moral aparatur desa. Berdasarkan teori tersebut, diperlukan
langkah-langkah pencegahan kecurangan (fraud prevention) yang bersifat
komprehensif, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas
aparatur, maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik.

Pencegahan kecurangan atau fraud prevention adalah serangkaian
langkah atau tindakan proaktif yang dirancang untuk mengurangi peluang
terjadinya tindakan kecurangan, menekan tekanan atau motivasi individu
untuk melakukan kecurangan, serta menghilangkan pembenaran atau
kesempatan bagi tindakan kecurangan tersebut. Pencegahan kecurangan
(fraud) dalam penelitian (Nurul et al., 2022) merupakan upaya untuk
melawan kecurangan dengan biaya yang efisien. Pencegahan kecurangan
pada dasarnya lebih efektif dibandingkan dengan penanganan setelah
kecurangan terjadi, sebagaimana prinsip bahwa upaya pencegahan lebih
baik daripada tindakan perbaikan. Pencegahan fraud berarti mengurangi
peluang terjadinya fraud, menekan tekanan yang dialami individu, serta
menghilangkan alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan
tindakan curang. Sejalan dengan itu, pencegahan fraud dipahami sebagai
rangkaian upaya sistematis untuk meminimalkan dan menghambat
peluang terjadinya kecurangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa
Implementasi sistem pengendalian internal yang efektif serta penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik berperan signifikan dalam
meminimalkan risiko terjadinya kecurangan. (Pitaloka et al., 2025)
menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan moralitas aparatur
secara simultan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan

dalam pengelolaan keuangan publik, di mana semakin tinggi tingkat



5
akuntabilitas dan efektivitas pengawasan internal, maka semakin kecil

peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana.

Sejalan dengan itu, (Lusi er al., 2023) menunjukkan bahwa
kompetensi, akuntabilitas, dan moralitas individu aparatur desa memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam
pengelolaan Dana Desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa semakin
tinggi kompetensi dan akuntabilitas aparatur desa, disertai integritas moral
yang kuat, maka semakin efektif upaya pencegahan terhadap praktik
kecurangan yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan keuangan publik.
Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa kecurangan dapat
diminimalisasi apabila prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan
secara konsisten dan didukung oleh kompetensi serta moralitas aparatur
yang tinggi. Dengan demikian, pencegahan kecurangan dalam pengelolaan
Dana Desa sangat erat kaitannya dengan penerapan prinsip good
governance yang bertumpu pada tiga pilar fundamental, yaitu
akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia. Ketiga
aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menciptakan sistem
pengelolaan keuangan desa yang efisien, efektif, serta bebas dari
penyimpangan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan desa yang
berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.

Akuntabilitas merupakan prinsip mendasar dalam  good
governance. (Rohman et al., 2023) mendefinisikan bahwa Akuntabilitas
merupakan ~ kewajiban  individu  maupun  lembaga  untuk
mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya
kepada pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut. Dalam
ranah pemerintahan desa, akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan
penggunaan Dana Desa harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada
masyarakat serta lembaga pengawas. Penelitian yang dilakukan oleh
(Diadon et al., 2025) mengindikasikan bahwa akuntabilitas memiliki
pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan
keuangan publik. Selain itu, penelitian oleh (Pitaloka er al., 2025)

menyatakan bahwa akuntabilitas juga berpengaruh signifikan positif
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terhadap potensi pencegahan kecurangan (fraud). Hal tersebut

menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas aparatur desa berbanding
terbalik dengan peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan
dana.

Selain akuntabilitas, transparansi juga memegang peranan penting
dalam menciptakan pemerintahan desa yang berintegritas. Mardiasmo,
2009 menjelaskan bahwa Transparansi adalah kondisi keterbukaan
pemerintah dalam menyampaikan informasi yang relevan, dengan tingkat
akurasi yang tinggi dan disampaikan secara tepat waktu kepada
masyarakat Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dapat
diimplementasikan melalui publikasi laporan keuangan, pelaksanaan
musyawarah desa yang partisipatif, serta penyediaan akses informasi
melalui media komunikasi desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Arianto,
Sumadi, & Andayani, 2024) menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh
positif terhadap pencegahan kecurangan karena keterbukaan informasi
dapat mempersempit ruang gerak bagi pelaku penyimpangan. Penelitian
lainnya oleh (Aulia et al., 2023) mengindikasikan bahwa transparansi
mempengaruhi terhadap pencegahan kecurangan dalam mekanisme
pengelolaan alokasi Dana Desa. Melalui transparansi, setiap aktivitas dan
penggunaan dana dapat diawasi secara terbuka, sehingga meminimalkan
peluang terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, keterbukaan
informasi berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga kejujuran
aparatur dan melindungi keuangan publik dari praktik kecurangan.

Faktor penting lainnya yang berpengaruh dalam pengelolaan Dana
Desa adalah kompetensi aparatur desa, yang mencerminkan kemampuan,
keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam
pelaksanaan tugas secara profesional. Menurut Marwansyah, 2016
Kompetensi merujuk pada integrasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan
karakteristik personal yang berperan dalam mendukung pencapaian
keberhasilan kerja. Dalam konteks pemerintahan desa, aparatur yang
memiliki kompetensi tinggi tidak hanya memahami prosedur administrasi

keuangan, tetapi juga menunjukkan integritas serta tanggung jawab moral
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dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan

hasil penelitian (Faurozan & Muthaher, 2025) menunjukkan bahwa
kompetensi aparat desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tingkat
kompetensi aparatur, semakin baik pula kualitas pelaksanaan pengelolaan
keuangan dan semakin kecil potensi terjadinya penyimpangan. Temuan
serupa juga diperkuat oleh (Arianto, Sumadi, & W, 2024) Temuan tersebut
menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh
positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal serta
upaya pencegahan kecurangan di sektor publik. Hal ini menunjukkan
bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa menjadi faktor kunci dalam
membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dari sisi substansi
variabel dan pendekatan empiris yang digunakan. Dari sisi substansi,
penelitian ini secara simultan mengkaji tiga variabel utama, yaitu
akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa terhadap
pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun
ketiga variabel tersebut telah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya,
penelitian yang mengintegrasikan ketiganya dalam satu model konseptual
dalam ranah pemerintahan desa masih cukup terbatas. Penelitian terdahulu
seperti yang dilakukan oleh (Pitaloka et al., 2025) menunjukkan bahwa
akuntabilitas, transparansi, dan moralitas aparatur secara simultan
berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan
keuangan publik, sementara (Lusi et al., 2023) menemukan bahwa
kompetensi, akuntabilitas, dan moralitas aparatur desa berpengaruh
signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana
Desa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, masih terdapat ruang
pengembangan dengan mengubah variabel moralitas menjadi transparansi
serta mengombinasikannya dengan kompetensi aparatur desa dalam satu
kerangka penelitian. Dengan demikian penelitian ini menawarkan
kebaruan dari sisi variabel dengan mengintegrasikan tiga dimensi utama

good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi
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aparatur desa, secara simultan sebagai determinan pencegahan kecurangan

dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian sebelumnya umumnya hanya
berfokus pada pengujian satu atau dua variabel secara individual, sehingga
belum menghasilkan gambaran yang komprehensif terkait faktor-faktor
yang memengaruhi pencegahan fraud. Kebaruan lainnya terletak pada
penempatan kompetensi aparatur desa sebagai variabel penting yang dikaji
bersama akuntabilitas dan transparansi. Kompetensi aparatur tidak hanya
berkaitan dengan kemampuan teknis pengelolaan keuangan desa, tetapi
juga pemahaman regulasi, penyusunan laporan keuangan, serta
kemampuan pengendalian internal yang berperan dalam mencegah
terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
menelaah aspek tata kelola administratif melalui akuntabilitas dan
transparansi, tetapi juga menggabungkan aspek sumber daya manusia
melalui kompetensi aparatur desa. Pendekatan tersebut diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai model
pencegahan fraud dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan
sebelumnya, yang mencakup perlunya peningkatan efektivitas penerapan
akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa dalam
pengelolaan Dana Desa, maka diperlukan upaya nyata untuk mewujudkan
tata kelola keuangan desa yang baik guna mencegah terjadinya kecurangan
(fraud), sehingga penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara
teoritis dan praktis terhadap upaya pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul
“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa
terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten
Nganjuk)”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
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Apakah secara parsial akuntabilitas berpengaruh secara signifikan

terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa
di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk?

Apakah secara parsial transparansi berpengaruh secara signifikan
terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa
di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk?

Apakah secara parsial kompetensi aparatur desa berpengaruh secara
signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan
dana desa di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk?

Apakah secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi
aparatur desa secara signifikan memiliki pengaruh terhadap
pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa di Desa

Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan

dari penelitian ini adalah untuk:

1.

Menganalisis pengaruh secara parsial akuntabilitas berpengaruh secara
signifikan dalam pengelolaan dana desa terhadap pencegahan
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep,
Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

Menganalisis pengaruh secara parsial transparansi berpengaruh secara
signifikan dalam pengelolaan dana desa terhadap pencegahan
kecurangan (fraud) di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso,
Kabupaten Nganjuk.

Menganalisis pengaruh secara parsial kompetensi aparatur desa
berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kecamatan
Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

Menganalisis pengaruh seacar simultan akuntabilitas, transparansi, dan
kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap
pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa di Desa

Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat baik
secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Pengembangan [lmu Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya di bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan desa, tata kelola
pemerintahan desa, serta pencegahan kecurangan (frraud).

b. Bagi Akademisi dan Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
serta acuan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang
ingin meneliti topik serupa, terutama yang berkaitan dengan
pencegahan kecurangan (frraud), tata kelola pemerintahan
desa, dan akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi
aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan penerapan
prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan
kompetensi sumber daya manusia guna mencegah
terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat desa melalui terciptanya
pengelolaan Dana Desa yang lebih terbuka, tepat sasaran,
dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
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